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BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN

KELAHIRAN TERLAMBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT PAMEKASAN,

bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya kuota pemberian
dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat kepada 2000
(dua ribu) penduduk sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2OL6, maka diperlukan ketersediaan
kembali pelayanan serupa dalam rangka keberlanjutan upaya
akselerasi kepemilikan Akta Kelahiran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat;

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9l'
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27 3ol;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor I24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a67a\
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S%al;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7

Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7361;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6o41);
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2OL2
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E );
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 1O);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2OL2 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI2
Nomor 31);
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT.

Pasal L

(1) Bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa
kelahiran anaknya, diberikan dispensasi pelayanan
pencatatan kelahiran terlambat untuk memperoleh Akta
Kelahiran tanpa dikenakan sanksi administratif atau denda.

(21 Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3000
(tiga ribu) penduduk.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Dispensasi
Pellyanan Pencatatan Kelahiran Terlambat (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL6 Nomor 5) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2018

KASAN,

#
MOHAMAD ALWI

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI8 NOMOR 1

WAKIL


